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Menjadikan Hutan Adat sebagai Kawasan Strategis Provinsi

“Integrasi Hutan Adat dalam RTRW Sulteng”
dapat menjadi terobosan (pertama kali di
Indonesia-red) sekaligus penghormatan
keberadaan hak-hak tradisional bagi
masyarakat adat [Opini penulis pada Harian
Radar Sulteng, 6 Agustus 2018”

PERKEMBANGAN pem-
bahasan dokumen Rencana
Tara Ruang Wilayah Provin-
st (RTRWT) Sulteng saat ini tel-
ah memasuki tahap penvusu-
nan naskah Rancangan Perda.
dan padatanggal 17 Juni 2019 di
Palu telah berlangsung Konsul-
tasi Publik pertama. Jikamenga-
mati naskah Rancangan Perda
RTRWP Sulteng ini. sangat dis-
avangkan hahwa posisi hutan
adat tidak tegas pengaturannva
- bahkan cenderung diabaikan.

Olehnva itu, artikel im dimak-
sudkan memberikan gagasan
atausumbang saran ke pengam-
hil kebijakan khususnya para
perencana tata ruang terkait in-
tegrasihutanadardalam RTRWP
Sulteng,

MENGAPA KAWASAN
STRATEGIS PROVINSI

Mencerman kerangka hukum
vang berlaku. Kawasan Strate-
gis Provinsi (KSP) pada RTRWP
didefinisikan sebagal wilavah
yangpenataan ruangnya diprior -
iraskan karena mempunyai pen-
garuhsangat penting dalam ling
kup provins: terhadap ckone-
mi, hukum, budava, limgkangan,
serta pendavagunaan sumber
daya alam dan teknolog) ungg
{Permen ATR/ Kepala BPN No.
37/2016).

Penulis mevakm hahwa ke
beradaan hutan adat vang terse-
bardiSuleng dapatdijadikansc-
bagai salah satu KSR dari sudut
kepennngan perlindungan hak
tradisional masvarakat hukum
adat. Basis argumentasi atau
pertimbangan vang digunakan
denganmerujuk fakta-fakta dan
pel‘kmmn regulasi saat ini,

antara lain -

Pertama; aspek luasan. Data
dan Direkiorat PKT-HA Kemen-
tenian LHK (2019) buhwa poten-
si seharan hutan adat di Sulteng
sekaar 410428 hektar, sesuai
hasil launchungPeta Hutan Adat
dan Wilayah Indikaut lHutan
Adat pada tg) 26 Mei 2019 di Ja-
karta. lni artinya baliwa dari as-
pek kuantitatf saja, potensi se-
baran huan adar ini melingku-
pi sekitar 7% dan luas daratan
Suleng atau 10% dari total luas
kawasan Hutan Sulteng. Jika
dibandingkandenganluasan ka-
bupaten, makatotal luas potensi
hutanadatinimelebihiluasdara
tan beberapa Kabupaten seperti
Buol dan Tolitoli.

kedua, aspek pola ruang.
Dalom dokumen rancangan
RTRWP termasuk Sulteng, pola
ruang terbagi atas dua Kawasan
vakni Kawasan Lindung dan Ka-
wasan Budidaya. Faktanya. hu-
tan adat yang dimiliki olch ko-
munitas tidak hanva tersebar
dalam Kawasan Lidung (Hutan
Konservasi, dan Hutan Lindung)
tapijugatersebar pada Kawasan
Budidava (Hutan Produksi dan
Areal Penggunaan Lain).

Ketiga, peraturan daerah.

Dalam kurun waktu tujub ta-
hun terakhir, terdapat nga Per-
daKabupaten terkait pengakuan
dan perlindungan masyarakat
hukum adat (PP-MHA). Ketiga
Perda tersebut vakni : (1) Perda
KabMorowaliNo. 13 Tahun2012
Tentang PP-MHA Suku Wana;
(2) Perda Kab Sigi No. 15 Tahun
2014 Tentang Pemberdayaan
dan Perlindungan MIIA di Ka-
bupaten Sigi; dan (3) Perda Kab
TojoUna-UnaNo. 11 Tahun2017
Tentang PP-MHATauTaaWana.
Artinya, pengukuan sebagai sub-

Oleh : Amran Tambaru

vist RTRWP Sultenghahwa su-
dah selayaknya ada saru KSP
khusus dan sudut kepentingan
Perlindungan Hak Tradisonal
Masvarakat Hukum Adat Usu
lan konkrit sebaga: kritena yang
dapat dijudikan rujukan, antara
Luin - (1} Merupakan hutan adat
vang dilindung dan dimangaat-
kan oleh masyarakar hukum adat
sesuai keanfan lokal: (2) Mem-
pakan tempat pelesiarian dan
pengembangan pengetahuan
lokal, (3) Merupakan pola 1ac2
guna lahan - hutan. vang dapa:

tan! adat sebagm KSP adalsl
masih rumimya prosederpe:
nvusunan dan penetapan res
cana ata ruang KSP

Akhirny 4. semoga para pihak
tah Provinsitevutansa Tim Kos-
dinasi Penataan Ruang Darrah

(TKPRD} Subeng dan DPRD
Provinst dapat mengakomodic
asulan dari beberaps organ
isas: masyaraka sipll antok
menjadikan an sdat seba
gai salah satu KSP pada RTRWP
Sulteng Upeya in: sejalan den

berfungsi menjegaimaair. mefe-  gan semangat untuk peng-
jek hukumini dimaknai schagai  Menteri LHK No. 6743 Tahun  gan Tahun 2016, kemudian di-  starikankeanckaragumanhavan,  hormatan hak-hak radissossal
pengakuan negara atas kedudu-  2016dan; (2) Hutan AdatMare-  revisi dengan SK Menteri LHK  setamendulungkelangsungan ~ MHA- whmmwnk
kan hukum (legalstanding) bagi  na di Kabupaten Sigj seluas 756  No. 8113/ 2018 Tentang Peta  panganlokabdan(4)Merupakan  (right holders)
masyarakat adat di Sulteng, De-  hektar berdasarkan SK Menten  PerkembanganPengukuhanKa- tempat keramat atau sakral dan amanah Koo 'h..wPM 180
mikian pula wilayah  LHK No. 1156 Tahun 2017 wasan Hutan Provinsi Sulawest  pelaksanaon ritual adat (mis-  avar(2)UUD 1945, Disamping
adaurkﬁmdqekhuhundm Kelima, peta kawasan hutan.  Tengah Sampai Dengan Tahun  alnya katumpua di komunitas 1w, inksisef ing juge merupakan
natbahwanegaramenghormati-  Dua hutan adat yang ditetap- 2017, di mana keberadaan hu-  Kaili -Tara, katvvea di konuni-  swatu terobesan buebum seka-
hak-hak tradisional masyarakat  kan telab dicantumkan pada tan adai Marena telah dicantu-  tas Kulawi, gavapon di komons-  hgus - jika terwsjud-nantin-
hukum adat (MHA). Peta Kawasan Hutan Provinsi  mkan pula bersama hutan adat s Balaesang, kapali di komu-  va dapat menjadi rapukan bagi
Keempat, penetapan hutan  Sulteng. Hutan adat Wana Po-  Wana Posangke. nitas Taa.Wana dan Pamona). provinsi lainnys untuk belajar
adat. Tiga tahun terakhir, pemer-  sangkesebelumnyatelah tercan- Walaupun ada political will  dari Sufteng, »
ntah telah menetapkanduahu-  tumpadapetalampiranSK \Men- KSPUNTUK dari para perencana tata ru-
tan adat diSultengvakni:(1)Hu-  teri LHK No. 517/ 2017 Tentang PERLINDUNGAN HAK ang dan konsensus para pihak *} Penulis adaiah Direktur
tan Adat Wana Posangke di Ka-  Peta Perkembangan Penguku- TRADISIONAL MHA untuk mengintegrasikan hutan Eksekatif- YMP Sulseng dam
bupaten Morowali Utara selu-  han Kawasan Hutan Provinsi Denganmelihat dasarperrtim-  adat dalam RTRWP, salah satu Presidum Dewan Kelustaran
as 6212 hekiar berdasarkan K Sulawesi Tengah Sampal Den-  bangandiatas, dalamkonteksre-  tatanganunruk menjadikan ba- Nasional 2016-2021




